
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 44 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG 

PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota 
Surabaya. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 19  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran NegaraTahun 1982 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4077);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang  Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4928);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang  Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4742);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5404);
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18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan, dan Toko Modern; 
 

19. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor : 68/M-
DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha 
Toko Modern; 
 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-
DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan 
Tarif Jasa yang Diperdagangkan; 
 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014; 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Tahun 2014 Nomor 32); 
 

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 
terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-
DAG/PER/1/2015; 
 

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana diubah 
kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 
20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 18); 

 

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 
Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 11); 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN 
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN 
DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG 
PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 

2. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 

3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang selanjutnya 
disebut dengan Dinas, adalah Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Surabaya. 
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4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang 
selanjutnya disingkat dengan Kepala Dinas, adalah Kepala 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 
 

5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut dengan 
Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 

 

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat 
dengan Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Surabaya. 
 

7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya. 
 

8. Kelurahan adalaah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya. 
 

9. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah, firma, dan koperasi. 
 

10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 
minimarket, supermarket, department store, hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan 
 

11. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUTS 
adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko 
Swalayan yang diterbitkan oleh Walikota. 

 

12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan Di Kota 
Surabaya. 
 
 

BAB II 
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 2 
 

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 
(1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, dan/atau Pasal 
17 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, 
huruf k Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa : 
 

a. peringatan tertulis; 
 

b. pembekuan IUTS;  
 

c. pencabutan IUTS; dan/atau 
 

d. penutupan kegiatan usaha. 
 

Pasal 3 
 

(1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila ditemukan 
pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan : 
 

a. pengawasan; dan/atau 
 

b. pengaduan masyarakat. 
 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh Dinas. 
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(3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Dinas atau 
melalui kelurahan dan/atau kecamatan. 

 

(4) Kelurahan dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan pengaduan 
masyarakat dimaksud kepada Kepala Dinas. 
 

Pasal 4 
 

Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif 
kepada Kepala Dinas. 

 

Pasal 5 
 

(1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas selain 
mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus 
memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
antara lain : 

 

a. Asas kecermatan; 
 

b. Asas kemanfaatan; 
 

c. Asas kepastian hukum; 
 

d. Asas keterbukaan. 
 

(2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk suatu 
keputusan. 
 

(3) Contoh bentuk Keputusan yang digunakan dalam rangka 
penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

BAB III 
PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 6 

 

(1) Kepala Dinas dalam menerapkan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan 
dengan mekanisme sebagai berikut : 

 

a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti 
lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut 
dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas 
memberikan surat peringatan tertulis kepada orang atau 
badan yang melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan untuk 
segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan 
kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
 

b. apabila orang atau badan tidak mematuhi Surat Peringatan 
tertulis sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam 
Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
maka Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih 
sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf 
b, huruf c dan/atau huruf d. 
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(2) Penerbitan keputusan sanksi administratif oleh Kepala Dinas 
disampaikan kepada pelaku usaha toko swalayan. 
 

(3) Keputusan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan 
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas juga disampaikan kepada Kepala 
Satpol PP sebagai tembusan. 
 

(4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa 
penutupan kegiatan usaha, Kepala Dinas mengajukan 
permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP. 

 

(5) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Satpol PP 
melakukan penutupan kegiatan usaha. 
 

(6) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan dengan memberi tanda segel di tempat usaha toko 
swalayan dimaksud dan dituangkan ke dalam Berita Acara 
penutupan kegiatan usaha, yang ditandatangani oleh unsur 
Dinas, Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi 
yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan. 

 
BAB IV 

PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

 
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 7 Agustus 2015 

 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd. 
 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 7 Agustus 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd. 
 

HENDRO GUNAWAN 
 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 45 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd. 

 
IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. 

Pembina Tk. I. 
NIP. 19691017 199303 2 006 



 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
 NOMOR     :  44 TAHUN 2015    
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2015 

KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN 

KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

NOMOR .... TAHUN .... 
TENTANG 

(Judul Keputusan Sanksi) 

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Menimbang : a. bahwa....; 

b. bahwa....;

c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1. ....; 

2. ....;

3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN.........TENTANG................................................................ 
KESATU : ........................................................................................................... 
KEDUA : ........................................................................................................... 

dst. 
KEDELAPAN  : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di  : 
pada tanggal  : 

Kepala Dinas Perdagangan 
 dan Perindustrian, 

(.................................) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd. 

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. 
Pembina Tk. I. 

NIP. 19691017 199303 2 006 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 


